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PEMERINTAI KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
I RAYA SERPONG KM 12 SERPONG  KOTA TAKGERARG SELATAN

IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BELAJAR

Nomor: 210 AT-DPHITSES 7017

[ Miberikan Kepada

Nama Perusahnnn VAVASAN INISADA PARIPUHNA
Alamat Kanio JL. KETAPANG 11 BLOK AFS NO. 21.21 RT/RW,

06/D6 KEL. PAMULANG BARAT KEC. PAMULANG
ROTA TANGERANG SELATAN

Jemis Kegintan NOUSE OF RNOWLEDGE
Penanggung Jawah FRANSISDA T1ODORA F
Lokas Pelatihan JL., KETAPANG 1l BLOK AFS NO. 22-23 RT/RW,

Da/06 KEL. PAMULANG BARAT KEC. PAMULANG

KOTA TANGERANG SELATAN
Masa Derlaku JTANUN

Pemegang Lein Pendinan Kelompok DBelajar wagib melakukan perpanjangnn paling lama 30 (tga
pulub) han sebelum masa berlakunya halus

Dhkeluatkan dy Tangerang Selatan
l"ada Tanygal 10 Nopemsber 2017
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PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
M Rava Serpong A L2 Sepeng - Kota Tangerang Selatan | 8321
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KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
Nomor: 4211 /47-DPNPTSP/201?

TENTANG
LZIN PENDIRIAN KELOMPOK RELAJAR
ATAS NAMA FRANSISDA TIODORA F

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : A bahwa sesuai dengan permohonan lzin Pendinan Kelompok
Delaiar dan Sdr FRANSISDA TIODORA F dengan nama
kembaga  “*YAYASAN HUSADA PARIPURNA" vang
didaftarkan pada Tanggal 20 September 2017 Nomor
NI I0S01 200N 201 T,

h bahwa schubungan dengan hal tersebut pada huruf a. setelah
dilakulan pemenksaan adounstasn dan pemenksaan dy
eonpal divataban relah memenuhn persyvaratan  sesual
dengan  peraturan perumtang undangan  yang  berlaku
schingga bepada pemobon dipandang pertu dibenkan lzin
Pentinan Kebompol Belajar;

¢ bhahwa l=n Penditan Kelompol  Belyar  sebagaimana
dimabsed pada horul b agar memponval kebuatan hulum,
Ietlu dietaplan dengan Keputusan Walilota Tangerang
Selatan,

Mengingan I Usdang Undang Nomaor - 20 Tahun A\, tentang Sistem

Pendntiban Nasional,

Undang-undang  Nomeos S1 Tahun 28,  rentang

Pembenmuban Kota Tangerang Selatan,

Y Umndang undang  Nomww 2V Tahun 2004, temtang
Pemenntahan dacrah (Lembaran Negar Republil Indonesia
Tahun XXM Nomer 125 Tambahan Lembaran Negara
Repoblil Indonesaa Nooms 44170,

4 Peamman Pemenntah Nomsaw 25 Tahun 200 rentang
Pervmbangan  Wevangan  antara Pusat dan Daenah
sebagaimana Daerah Orooom (Lembaran Negara Tahun
AN Nowwy @ M Tambahan Lembaran Negara Nomot ¢
Ny

L Peraturan Presiden Nomoe 97 Tahun 204 tentang
Pemvelenggaraan Pelavaman Teepadu Sata Pyotu (T emharan
Negara Repohdih Inchonsesiaa Tahun 2014 Nooww 221),

& Peraturan Pemenntah Repablil Indonexaa Nomw 1V Takun
M pmtang Standar Nasawal Pendaliian (1 embaman
Negann Tahun A9 Noewe 41, Tambahan  Lembaran
Negara Nowmow 490)

T Peraturan Pemenntah Repoblil Indoncas Nomwye 17 Tahuen
O rentang Pengwebodaan dan penvelenggaman pemdatilan
(Lembaran Negara Tahun 2010 Noemow 21 Tambahan

Lembaran Negara Noame  MQOSY,

L




atikan

8. Peraturan Pemerintah Republix Indonesia, Nomor : 27
Tahun 1990, wniang Pendidikan Prasekolah (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor © 35, Tambahan Lembaran
Negara Nomor : 3411);

Y. Peraturan Pemenntah Republik Indonesia, Nomor :© 28
Tahun 19X, 1entang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara
Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemenintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3763),

I0. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39

Tahun  IW2, tentang Peran serta masyarakat dalam
Pendidikan Nasional:

L. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor @ 053/U/2000 tanggal 19 April 2001, tentang
Pedoman  Penyusunan  Standar Pelayanan  Minimal

Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar
dan Menenpah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor - 84 Tahun 2014, tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:

[3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tentang  Standar
Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:

I4. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten,
Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pembukaan, Penambahan,
Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;

I3. Peraturan. Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten,

Nomor S0 Tahun 2016 tentang  kedudukan, susunan

oOrganisasi, tugas fungsi dan tata kerja dinas pendidikan dan
kebudayaan;

16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun
2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota
Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0412,

I7. Peraturan Dacrah Kota Tangerang Selatan Nomor S Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Dacrah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daemmh Kota Tangerang Selatan
Nomor 69);

I8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor R Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kow Tangerang
Selatan Nomor 72),

19. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun

2016 tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (Berita Daerah Kot
Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 61);

20.Surat  Keputusan Walikota Tangerang Selatan  Nomor

S03/kep. 313-Huk /2017 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan  Perizinan  dan  Nonperizinan Kepada

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu,

. Benta Acara Hasil Pemeriksaan Teknis dan Peninjavan

Lapangan Nomor : 700.563/KB-37/DPMPTSP/X/2017
tanggal 26 September 2017




